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Abstrak: 

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam sistem 
perlindungan merek di Indonesia yang menganut prinsip first to file, yaitu 
bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali 
mendaftarkannya secara sah kepada negara. Namun, dalam praktiknya 
prinsip ini tidak selalu menghasilkan keadilan, terutama ketika pendaftaran 
dilakukan tanpa itikad baik atau terhadap merek yang telah digunakan 
sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan 
prinsip first to file dalam tiga sengketa merek—Elang Dua, IKEA, dan 
PITI—untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut memberikan kepastian 
hukum yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif 
melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 
niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip first to file 
memberikan kepastian hukum administratif, ia belum sepenuhnya mampu 
menjamin keadilan substantif. Ketiga kasus tersebut memperlihatkan 
bahwa pengadilan cenderung mengutamakan asas itikad baik, penggunaan 
pertama, dan reputasi merek terkenal sebagai koreksi terhadap kekakuan 
sistem pendaftaran formal. Temuan ini menegaskan bahwa kepastian 
hukum harus ditafsirkan dalam konteks moralitas hukum sebagaimana 
dikemukakan oleh Gustav Radbruch, serta membuka ruang bagi 
kemungkinan penerapan elemen konsep first to use untuk melengkapi 
sistem first to file sehingga tercapai keseimbangan antara kepastian hukum 
dan keadilan dalam perlindungan merek di Indonesia. 
Kata kunci: kepastian hukum, first to file, itikad baik, keadilan substantif 

 
Pendahuluan 

Dalam konteks ekonomi modern yang sangat kompetitif, merek tidak lagi hanya 
berfungsi sebagai tanda pembeda produk, tetapi telah menjadi identitas hukum dan nilai 
ekonomi yang menentukan keberlangsungan suatu usaha. Merek yang kuat mampu 
menciptakan loyalitas konsumen dan menambah nilai komersial produk secara 
signifikan (Saidin, 2019). Karena itu, perlindungan terhadap merek merupakan bagian 
penting dari perlindungan terhadap hasil karya dan reputasi pelaku usaha. 

Sistem hukum merek di Indonesia menganut prinsip first to file, yakni bahwa 
pihak yang pertama kali mendaftarkan merek secara sah berhak memperoleh 
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perlindungan hukum. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyebutkan bahwa hak atas merek 
adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar 
dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat (5)) dan diperoleh setelah merek tersebut 
terdaftar (Pasal 3). Dengan demikian, hak merek timbul bukan karena pemakaian 
pertama, tetapi karena pendaftaran. Secara teoretis, hal ini dimaksudkan untuk 
menciptakan kepastian hukum administratif, agar setiap pelaku usaha memiliki dasar 
legal yang jelas dalam melindungi identitas bisnisnya (Sutedi, 2012). 

Namun, dalam praktiknya, prinsip first to file kerap menimbulkan persoalan 
ketika berbenturan dengan itikad baik (good faith) dan penggunaan merek yang lebih 
dahulu dikenal masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus “Elang Dua”, di mana 
sejak 1965 kecap dengan merek tersebut telah dikenal luas di Singkawang dan 
digunakan oleh keluarga Tjong Ijem Hai. Akan tetapi, merek itu kemudian didaftarkan 
oleh pihak lain, CV Sinka Niaga Harapan, yang memperoleh sertifikat dari DJKI. 
Berdasarkan asas first to file, seharusnya CV tersebut sah sebagai pemilik merek. 
Namun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. membatalkan pendaftaran tersebut karena dinilai 
dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum 
administratif tidak boleh mengabaikan prinsip moralitas hukum dalam praktik 
(Rahardjo, 2006). 

Kisah serupa juga dialami oleh IKEA, perusahaan furnitur asal Swedia yang 
kehilangan hak atas mereknya di Indonesia karena lebih dahulu didaftarkan oleh PT 
Ratania Khatulistiwa. Walaupun IKEA merupakan merek terkenal secara global, sistem 
first to file menyebabkan perlindungan merek di Indonesia berpindah sementara kepada 
pendaftar lokal. Melalui proses hukum panjang, IKEA akhirnya memperoleh kembali 
hak mereknya setelah pengadilan mempertimbangkan unsur merek terkenal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG. Kasus ini menunjukkan 
bahwa prinsip first to file tidak dapat diterapkan secara absolut tanpa 
mempertimbangkan reputasi internasional suatu merek (Rahayu, 2019). 

Adapun dalam kasus PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), persoalan 
muncul ketika Perkumpulan Persaudaraan Islam Tionghoa (PITI) mendaftarkan merek 
yang sejak 1961 telah digunakan oleh Perkumpulan Persatuan Islam Tionghoa 
Indonesia. Sengketa ini berakhir dengan keputusan pengadilan yang memenangkan 
pihak pemakai pertama, dengan pertimbangan bahwa pendaftaran dilakukan tanpa 
itikad baik. Putusan tersebut menegaskan bahwa penerapan prinsip first to file harus 
disertai pengujian moralitas pendaftaran, bukan semata didasarkan pada prosedur 
administratif (Sutedi, 2012). 

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum formal yang 
dijanjikan prinsip first to file belum sepenuhnya sejalan dengan keadilan substantif. 
Dalam pandangan Radbruch (1946), hukum harus memuat tiga nilai dasar: keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketika kepastian hukum ditegakkan tanpa 
mempertimbangkan keadilan, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya. Senada 
dengan itu, Rahardjo (2006) menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar norma 
tertulis, tetapi sarana untuk mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, penegakan hukum merek di Indonesia seharusnya tidak hanya berorientasi 
pada formalisme pendaftaran, tetapi juga memperhatikan itikad baik, pemakaian 
pertama, dan reputasi merek (Shidarta, 2018). 
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Relevansi permasalahan ini juga terlihat dari temuan beberapa penelitian 
sebelumnya. Alexander (2022) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Prinsip First 
to File pada Konsep Pendaftaran Merek di Indonesia” menjelaskan bahwa prinsip first 
to file secara normatif memberikan kejelasan dan kepastian hukum karena 
menempatkan pendaftaran sebagai dasar perlindungan hak atas merek. Namun, 
Alexander menegaskan bahwa prinsip tersebut tidak dapat diberlakukan secara mutlak 
karena dalam praktik sering kali ditemukan unsur itikad tidak baik dan keberadaan 
merek terkenal yang lebih dahulu digunakan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dalam 
beberapa kasus memilih untuk mengesampingkan prinsip first to file demi menjaga 
keadilan substantif. 

Penelitian lain dilakukan oleh Nurmalasari dan Muryanto (2024) dalam artikel 
berjudul “Analisis Penerapan Prinsip First to File terhadap Perlindungan Hukum 
Preventif (Studi Sengketa Merek MS Glow dan PS Glow)”. Penelitian ini menyoroti 
bahwa prinsip first to file dalam praktik pendaftaran merek belum efektif sebagai 
mekanisme perlindungan hukum preventif karena masih terdapat celah prosedural dan 
kelemahan substantif dalam proses pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual. Kedua penulis menilai bahwa implementasi prinsip ini justru dapat 
menimbulkan potensi penyalahgunaan, terutama ketika pendaftaran dilakukan tanpa 
itikad baik. 

Jika dibandingkan, penelitian Alexander (2022) menitikberatkan pada dimensi 
normatif dan filosofi prinsip first to file, sedangkan penelitian Nurmalasari dan 
Muryanto (2024) lebih fokus pada dimensi praktis dan efektivitas perlindungan hukum 
dalam sengketa merek. Keduanya memiliki kesimpulan yang sejalan, yakni bahwa 
penerapan prinsip first to file belum mampu menciptakan keseimbangan antara 
kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun, keduanya masih memiliki 
keterbatasan karena hanya menelaah satu kasus tunggal atau belum mengaitkan secara 
langsung prinsip first to file dengan teori kepastian hukum dan moralitas hukum dalam 
konteks yurisprudensi Indonesia. 

Dari sinilah muncul celah penelitian (research gap) yang ingin diisi melalui kajian 
ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini akan menganalisis secara 
komparatif tiga kasus utama—Elang Dua, IKEA, dan PITI— untuk melihat variasi 
penerapan prinsip first to file dalam konteks hukum merek Indonesia. Dengan 
demikian, penelitian ini berupaya mengaji secara normatif penerapan prinsip first to file 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis (UU MIG), sekaligus menilai sejauh mana sistem hukum merek Indonesia 
mampu menegakkan kepastian hukum yang berkeadilan melalui interpretasi hakim 
dalam tiga putusan penting tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha 
menawarkan analisis perbandingan yurisprudensi guna menemukan keseimbangan 
antara perlindungan hukum formal dengan nilai keadilan substantif dalam penegakan 
hukum merek di Indonesia. 

Bertolak dari uraian tersebut, maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip first to file di Indonesia dalam 
perspektif kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2016, serta 
bagaimana pengadilan niaga menerapkan prinsip tersebut dalam menyelesaikan 
sengketa merek Elang Dua, IKEA, dan PITI. Rumusan masalah ini menjadi titik tolak 
untuk memahami apakah prinsip first to file benar-benar mampu menjamin kepastian 
hukum yang berkeadilan, atau justru menimbulkan potensi ketidakadilan ketika 
dihadapkan dengan unsur itikad baik dan hak moral pemakai pertama. 
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Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical 
approach), yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah dan menganalisis 
norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam kasus konkret. 
Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana prinsip first to file diatur dan 
diterapkan dalam sistem hukum merek Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menilai konsistensi 
penerapannya terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif sebagaimana 
termuat dalam teori hukum klasik Gustav Radbruch dan konsep hukum progresif 
Satjipto Rahardjo (Tanjung, et al.,2023). 

Pendekatan normatif tersebut dilengkapi dengan pendekatan kasus (case 
approach), karena penelitian ini secara spesifik mengkaji tiga putusan pengadilan niaga 
yang merepresentasikan variasi penerapan prinsip first to file dalam praktik hukum 
merek, yaitu: 

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN 
Niaga Jkt.Pst. (kasus Elang Dua), 

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (kasus IKEA), dan 
3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 23/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN 

Niaga Jkt.Pst. (kasus PITI). 
Ketiga putusan tersebut dipilih secara purposif karena dianggap relevan dan 

representatif dalam menunjukkan perbedaan penerapan prinsip first to file di Indonesia, 
terutama terkait isu itikad baik, pemakai pertama, dan perlindungan merek terkenal. 
Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap secara komparatif bagaimana 
pengadilan menafsirkan asas first to file dalam situasi yang berbeda, serta bagaimana 
pertimbangan hakim berhubungan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan 
substantif. 

 
             Hasil Penelitian 

Sub 1 Pengaturan prinsip first to file dalam UU MIG 
Sistem perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia secara tegas menganut 

prinsip first to file, yaitu bahwa hak eksklusif atas merek diperoleh oleh pihak yang 
pertama kali mengajukan pendaftaran secara sah kepada negara. Prinsip ini menjadi 
pilar utama dalam rezim hukum merek di Indonesia dan membedakan secara jelas 
antara hak kepemilikan berdasarkan pendaftaran administratif dengan hak yang hanya 
didasarkan pada penggunaan faktual di masyarakat. 

Secara normatif, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG), yang 
menyebutkan bahwa: Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan 
merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya 
(Savira & Sitepu, 2024). 

Pasal ini menegaskan dua aspek pokok. Pertama, hak atas merek baru lahir setelah 
dilakukan pendaftaran dan diterbitkan sertifikat oleh negara. Kedua, hak tersebut 
bersifat eksklusif, artinya pemilik merek berhak sepenuhnya untuk menggunakan dan 
melarang pihak lain memakai merek yang sama atau mirip tanpa izin. Selanjutnya, Pasal 
3 UU MIG memperkuat prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa Hak atas Merek 
diperoleh setelah merek tersebut terdaftar Artinya, tidak ada perlindungan hukum bagi 
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pihak yang hanya menggunakan merek tanpa melakukan pendaftaran resmi, berapa pun 
lamanya merek tersebut telah dikenal masyarakat (Tanjung, et al.,2023). 

Sistem ini berbeda secara fundamental dengan sistem first to use yang diterapkan 
di beberapa negara common law seperti Amerika Serikat, di mana pemakaian pertama 
suatu merek dalam kegiatan perdagangan sudah dapat menimbulkan hak hukum atas 
merek tersebut. Indonesia, seperti sebagian besar negara civil law, memilih sistem first 
to file karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum administratif, efisien, dan 
mudah diverifikasi. Menurut Saidin (2019), pendaftaran menjadi bukti formal yang 
konkret sehingga negara dapat secara objektif menentukan siapa pemilik sah suatu 
merek, tanpa bergantung pada pembuktian yang rumit mengenai siapa yang pertama 
kali menggunakannya. Prinsip ini juga dianggap mampu mengurangi potensi sengketa 
karena seluruh klaim hak kepemilikan harus melalui mekanisme pendaftaran resmi. 

Namun demikian, UU MIG tidak menerapkan prinsip first to file secara mutlak 
tanpa batas. Undang-undang ini memberikan sejumlah koridor moral dan substantif 
untuk menghindari penyalahgunaan pendaftaran. Salah satunya adalah ketentuan 
mengenai itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) yang menyebutkan 
bahwa Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang 
beritikad tidak baik. 

Klausul ini berfungsi sebagai batas etis dari formalisme hukum administratif. 
Menurut Sutedi (2012), keberadaan norma tersebut merupakan pengejawantahan dari 
asas good faith principle, yakni bahwa setiap pihak yang memohon hak eksklusif dari 
negara harus melakukannya dengan niat yang jujur, bukan untuk meniru, membajak, 
atau memanfaatkan reputasi pihak lain. Dengan demikian, prinsip first to file di 
Indonesia memiliki sifat “qualified registration system”, yaitu sistem pendaftaran yang 
bersyarat pada niat baik pemohon (Aprillia., et.al, 2023). 

Selain itu, UU MIG juga memberikan perlindungan khusus terhadap merek 
terkenal (well-known marks), yang menjadi pengecualian terhadap prinsip first to file. 
Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, yang menegaskan bahwa permohonan 
akan ditolak jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis (Ardian et.,al. 2023). 
Norma ini merupakan implementasi komitmen Indonesia terhadap Paris Convention for 
the Protection of Industrial Property 1883 dan Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights (TRIPs), yang mewajibkan negara anggota memberikan 
perlindungan terhadap merek terkenal meskipun belum didaftarkan di negara yang 
bersangkutan. 

Dengan kata lain, sistem hukum merek Indonesia berupaya menyeimbangkan dua 
prinsip besar: kepastian hukum administratif melalui first to file, dan keadilan 
substantif melalui pengecualian atas dasar itikad baik dan merek terkenal. Dalam 
praktiknya, keseimbangan ini masih menjadi perdebatan. Sebagian ahli menilai bahwa 
prinsip first to file memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat, namun terlalu 
formalistik dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Rahardjo (2006) menilai, 
hukum yang terlalu menekankan kepastian justru dapat kehilangan tujuan utamanya, 
yakni menghadirkan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Senada dengan itu, 
Shidarta (2018) menegaskan bahwa hukum yang ideal harus berpijak pada moralitas 
dan kemanusiaan; prinsip pendaftaran formal tidak boleh menjadi alat pembenaran bagi 
tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan publik. 

Dalam kerangka teori Gustav Radbruch (1946), kepastian hukum hanyalah satu 
dari tiga pilar nilai hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Ketika ketiganya 
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tidak berjalan seimbang, hukum kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, 
meskipun UU MIG menempatkan first to file sebagai dasar perlindungan hukum, 
penerapannya seharusnya tetap diimbangi oleh penegakan asas itikad baik (good faith) 
serta pengakuan terhadap pemakai pertama (first user) yang dapat dibuktikan memiliki 
reputasi dan pengenalan publik sebelum pendaftaran dilakukan pihak lain. 

Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana 
mekanisme administratif pendaftaran merek di Indonesia dijalankan. Proses 
pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh DJKI masih sering dianggap terlalu 
formalistik, dengan penilaian itikad baik yang hanya dilakukan secara pasif, tanpa 
verifikasi lapangan yang kuat (Alexander, 2022). Akibatnya, tidak jarang merek yang 
sudah dikenal masyarakat justru didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak, 
sebagaimana terlihat pada kasus Elang Dua, IKEA, dan PITI. Ketiga kasus tersebut 
menunjukkan bahwa prinsip first to file memang memberikan kepastian hukum di atas 
kertas, namun tidak selalu memberikan keadilan substantif bagi pihak yang lebih berhak 
secara moral maupun historis. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan prinsip first to file dalam UU 
Merek dan Indikasi Geografis secara normatif telah mencerminkan kehendak negara 
untuk menegakkan kepastian hukum, namun dalam tataran implementatif masih 
menyisakan celah keadilan. Sistem ini membutuhkan penguatan aspek moralitas hukum 
dan perlindungan bagi pemakai pertama serta merek terkenal, agar kepastian hukum 
yang dimaksud tidak berubah menjadi ketidakadilan yang dilegalkan oleh prosedur. 
Prinsip ini baru akan berfungsi secara ideal apabila ditegakkan bersamaan dengan asas 
itikad baik, kejujuran, dan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Radbruch 
(1946) dan Rahardjo (2006). 

 
Sub 2 Penerapan Prinsip First to File dalam Kasus Elang Dua, IKEA, dan PITI 

Penerapan prinsip first to file dalam praktik hukum merek di Indonesia 
menunjukkan dinamika antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif, 
yang terlihat jelas dari sejumlah sengketa merek. Tiga kasus yang menonjol dalam 
konteks ini — Elang Dua, IKEA, dan PITI — memperlihatkan bagaimana pengadilan 
menafsirkan dan menerapkan prinsip tersebut secara berbeda, tergantung pada konteks 
itikad baik, reputasi merek, serta sejarah pemakaian. Meskipun secara normatif first to 
file memberikan perlindungan kepada pihak yang pertama mendaftarkan merek, ketiga 
kasus ini memperlihatkan bahwa formalisme pendaftaran tidak dapat diberlakukan 
secara mutlak ketika berhadapan dengan fakta-fakta sosial dan moral yang lebih kuat. 

 
Kasus Elang Dua 

Kasus Elang Dua berawal dari merek kecap yang telah dikenal luas di Singkawang, 
Kalimantan Barat, sejak tahun 1965 dan digunakan secara turun-temurun oleh keluarga 
Tjong Ijem Hai. Meskipun telah beredar lama di pasaran, merek tersebut tidak segera 
didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada tahun 2022, 
pihak lain yakni CV Sinka Niaga Harapan mendaftarkan merek “Elang Dua” dan 
memperoleh sertifikat resmi. Secara formal, pendaftaran tersebut sah dan sesuai dengan 
prinsip first to file sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. Namun, keluarga Tjong Ijem Hai kemudian mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan alasan bahwa pendaftaran tersebut 
dilakukan tanpa itikad baik karena CV Sinka Niaga Harapan mengetahui bahwa merek 
tersebut telah lama digunakan dan dikenal di masyarakat. 
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Melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 5/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst., hakim memutuskan untuk membatalkan sertifikat 
pendaftaran merek milik CV Sinka Niaga Harapan dan menetapkan bahwa pendaftaran 
tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik. Putusan ini menegaskan bahwa prinsip first 
to file tidak berlaku secara absolut dan dapat dikesampingkan bila ditemukan indikasi 
ketidakjujuran. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan 
CV Sinka Niaga Harapan “bertentangan dengan asas keadilan dan perlindungan 
terhadap pemakai pertama yang beritikad baik.” Hal ini sejalan dengan konsep moralitas 
hukum yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006), bahwa kepastian hukum tidak boleh 
dijalankan secara kaku sehingga meniadakan keadilan sosial. 

 
Kasus IKEA 

Kasus IKEA juga menjadi preseden penting dalam praktik penerapan prinsip first 
to file di Indonesia. Merek IKEA, yang dikenal sebagai perusahaan ritel furnitur global 
asal Swedia, kehilangan hak mereknya di Indonesia setelah PT Ratania Khatulistiwa, 
sebuah perusahaan lokal, terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di DJKI untuk 
kategori barang yang sama. Berdasarkan prinsip first to file, PT Ratania Khatulistiwa 
memperoleh sertifikat merek yang sah. Akibatnya, IKEA Systems BV tidak dapat 
menggunakan merek “IKEA” di Indonesia, meskipun memiliki reputasi internasional 
yang kuat. 

Melalui proses hukum panjang, IKEA mengajukan gugatan pembatalan dengan 
dasar bahwa pihak tergugat mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik dan bahwa 
“IKEA” merupakan merek terkenal (well-known mark) sebagaimana diakui oleh Paris 
Convention dan TRIPs Agreement. Pada akhirnya, Mahkamah Agung melalui Putusan 
Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mengabulkan permohonan IKEA Systems BV, 
membatalkan pendaftaran PT Ratania Khatulistiwa, dan mengembalikan hak merek 
kepada IKEA. 

Pertimbangan hakim dalam kasus ini memperlihatkan bahwa prinsip first to file 
dapat dikesampingkan ketika berhadapan dengan pengakuan terhadap merek terkenal 
yang telah lama beredar dan dikenal masyarakat internasional. Mahkamah Agung dalam 
pertimbangannya mengacu pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG, yang secara eksplisit 
melindungi merek terkenal dari pendaftaran oleh pihak lain tanpa hak. Kasus ini 
memperkuat pandangan bahwa first to file harus dipahami secara proporsional, bukan 
sebagai norma absolut. Dalam konteks teori kepastian hukum Radbruch (1946), putusan 
ini menunjukkan upaya menyeimbangkan antara kepastian formal (perlindungan 
administratif) dan keadilan substantif (pengakuan reputasi global). 

 
Kasus PITI 

Kasus ketiga adalah sengketa merek PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) 
antara Perkumpulan Persaudaraan Islam Tionghoa (PITI) dan Perkumpulan Persatuan 
Islam Tionghoa Indonesia. Sejak tahun 1961, nama “PITI” telah digunakan oleh 
organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia untuk kegiatan sosial-keagamaan. 
Namun, pada tahun 2018, Perkumpulan Persaudaraan Islam Tionghoa mendaftarkan 
merek “PITI” ke DJKI dan memperoleh sertifikat resmi. Hal ini menimbulkan sengketa 
kepemilikan karena organisasi pertama menilai bahwa pendaftaran dilakukan dengan 
niat buruk dan merugikan reputasi yang telah dibangun selama puluhan tahun. 

Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 
23/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst., di mana hakim memutuskan untuk 
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membatalkan pendaftaran merek yang diajukan oleh Perkumpulan Persaudaraan Islam 
Tionghoa dan menetapkan bahwa “PITI” adalah milik Perkumpulan Persatuan Islam 
Tionghoa Indonesia sebagai pemakai pertama. Pertimbangan hakim menekankan unsur 
itikad baik dan fakta bahwa nama “PITI” telah digunakan sejak lama secara konsisten 
untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, pendaftaran oleh pihak lain 
dianggap sebagai penyalahgunaan prinsip first to file untuk tujuan yang tidak jujur. 

Dari ketiga kasus tersebut, terlihat pola penerapan yang konsisten: pengadilan 
tidak menerapkan prinsip first to file secara mutlak, melainkan mengaitkannya dengan 
unsur moralitas dan keadilan substantif. Kasus Elang Dua menyoroti perlindungan 
terhadap pemakai pertama yang beritikad baik di tingkat lokal; kasus IKEA menekankan 
perlindungan terhadap merek terkenal di tingkat global; sedangkan kasus PITI 
memperluas pemaknaan merek ke ranah sosial-keagamaan yang mengandung nilai 
historis dan identitas komunitas. 

Ketiganya menunjukkan bahwa hukum merek di Indonesia sedang bergerak ke 
arah pendekatan keadilan substantif, di mana hakim menyeimbangkan formalitas 
pendaftaran dengan niat baik dan reputasi merek. Dalam perspektif Rahardjo (2006), 
hal ini mencerminkan penerapan hukum progresif yang tidak terjebak pada teks 
normatif, tetapi berpihak pada keadilan hidup masyarakat. Sementara dalam kerangka 
teori Radbruch (1946), putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum 
administratif tetap harus tunduk pada nilai keadilan sebagai prinsip tertinggi dalam 
hukum. 

Maka dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan prinsip first to file di Indonesia 
telah mengalami pergeseran dari formalisme ke moralitas hukum. Meskipun secara 
tekstual UU MIG masih menjadikan pendaftaran sebagai dasar utama kepemilikan, 
yurisprudensi terbaru menunjukkan bahwa pengadilan semakin menempatkan itikad 
baik, reputasi, dan penggunaan pertama sebagai faktor penentu dalam menjaga 
keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 
 
Sub 3 Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif dalam Penerapan Prinsip First to File 

Penerapan prinsip first to file dalam sistem hukum merek Indonesia sesungguhnya 
dirancang untuk menciptakan kepastian hukum administratif, yakni kepastian bahwa 
setiap pendaftar pertama atas suatu merek berhak memperoleh perlindungan hukum 
yang diakui oleh negara. Kepastian hukum dalam konteks ini bersumber dari peraturan 
perundang-undangan yang bersifat formal dan dapat diverifikasi secara objektif. Dalam 
pandangan Gustav Radbruch (1946), kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga 
nilai dasar hukum — bersama dengan keadilan (gerechtigkeit) dan kemanfaatan 
(zweckmäßigkeit). Namun, Radbruch menegaskan bahwa ketika kepastian hukum 
bertentangan secara serius dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan karena 
hukum yang kehilangan keadilan tidak lagi layak disebut sebagai hukum. 

Dalam konteks merek, kepastian hukum diwujudkan melalui sistem pendaftaran 
formal yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis. Sistem ini memberi kejelasan mengenai siapa yang 
berhak atas suatu merek, sekaligus mendorong tertib administrasi dalam perdagangan. 
Menurut Saidin (2019), pendaftaran memberikan bukti objektif yang memudahkan 
perlindungan hukum dan menghindari sengketa berlarut-larut terkait siapa pemilik sah 
suatu merek. Namun demikian, prinsip ini memiliki keterbatasan ketika dihadapkan 
pada kenyataan sosial bahwa banyak merek telah digunakan dan dikenal publik sebelum 
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dilakukan pendaftaran formal, sehingga secara moral maupun ekonomi, pemakai 
pertama memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap merek tersebut. 

Ketiga kasus yang dianalisis dalam penelitian ini memperlihatkan secara nyata 
ketegangan antara kepastian hukum administratif dan keadilan substantif. Dalam kasus 
Elang Dua, penerapan prinsip first to file yang seharusnya memberikan kepastian 
hukum kepada pendaftar pertama ternyata justru dibatalkan oleh pengadilan karena 
dilakukan tanpa itikad baik. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum 
tidak dapat dijadikan alasan untuk melindungi tindakan yang bertentangan dengan 
moralitas hukum. Sementara dalam kasus IKEA, pengadilan menghadapi dilema antara 
prinsip formal pendaftaran dan pengakuan terhadap merek terkenal. Mahkamah Agung 
akhirnya menegaskan bahwa perlindungan terhadap merek terkenal harus diutamakan 
karena prinsip first to file tidak boleh menghapus hak moral dan reputasi global yang 
telah melekat pada suatu merek (Asmara, et al., 2019). Adapun dalam kasus PITI, hakim 
lebih menonjolkan aspek penggunaan pertama dan kejujuran sejarah penggunaan 
merek, sehingga kepastian hukum formal tunduk pada keadilan substantif berdasarkan 
asas itikad baik. 

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia mulai 
menggeser orientasi hukum merek dari pendekatan formalis-positivistik menuju 
pendekatan moral-substantif. Dalam kerangka teori Satjipto Rahardjo (2006), 
pergeseran ini sejalan dengan semangat hukum progresif, yang menolak anggapan 
bahwa hukum adalah teks yang statis dan tertutup. Hukum progresif menghendaki agar 
hukum selalu berpihak pada keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar pada bunyi 
pasal. Dalam pandangan Rahardjo, kepastian hukum tidak boleh menjadi “pembenaran 
formal” bagi tindakan yang secara substansial tidak adil. Karena itu, penerapan prinsip 
first to file harus dikoreksi dengan menempatkan itikad baik (good faith) sebagai unsur 
moral yang menentukan keabsahan pendaftaran merek. 

Analisis terhadap tiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum 
dalam sistem merek Indonesia belum bersifat substantif, melainkan masih dominan 
administratif. Kepastian administratif memang penting, namun apabila tidak diimbangi 
dengan keadilan, ia dapat berubah menjadi alat legitimasi bagi pihak yang bertindak 
curang. Dalam konteks ini, teori Radbruch (1946) memberikan pijakan kuat bahwa 
hukum yang terlalu menekankan kepastian tanpa memperhatikan keadilan pada 
akhirnya kehilangan otoritas moralnya. Prinsip ini terbukti relevan dalam kasus Elang 
Dua dan PITI, di mana hakim lebih memilih melindungi pemakai pertama yang 
beritikad baik ketimbang pendaftar formal yang beritikad buruk. 

Dari perspektif keadilan substantif, ketiga kasus tersebut mencerminkan 
pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pihak yang menggunakan merek lebih 
dahulu. Keadilan substantif menekankan bahwa perlindungan hukum tidak boleh 
berhenti pada formalisme administratif, tetapi harus mempertimbangkan niat, sejarah, 
dan reputasi yang melekat pada merek. Dalam hal ini, sistem first to file yang dianut 
oleh UU Merek masih perlu disempurnakan agar sejalan dengan prinsip moralitas 
hukum. Shidarta (2018) menyebutkan bahwa hukum yang baik bukan hanya yang tertib 
secara formal, tetapi juga “memanusiakan hubungan hukum,” yakni memastikan bahwa 
hukum melindungi mereka yang beritikad baik dan dirugikan oleh manipulasi 
prosedural. 

Peneliti memahami bahwa bahwa kepastian hukum dalam prinsip first to file 
harus diartikan sebagai kepastian yang bermoral (moral certainty), bukan sekadar 
kepastian administratif. Kepastian yang bermoral mencakup keseimbangan antara 



                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                              Welly Sandri Anis, et al. (2025). https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51136 

	 Page 8404  

perlindungan terhadap pendaftar pertama yang sah dan pengakuan terhadap pihak yang 
memiliki itikad baik serta reputasi yang diakui masyarakat. Dalam konteks 
pembangunan hukum nasional, arah pembaruan sistem hukum merek di Indonesia 
seharusnya memperkuat uji itikad baik secara substantif dalam proses pendaftaran dan 
memberikan ruang pengakuan hukum bagi pemakai pertama (first user) dan merek 
terkenal (well-known marks). Dengan cara ini, prinsip first to file tidak hanya menjadi 
instrumen kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan 
substantif yang selaras dengan nilai-nilai moral hukum. 
 
Sub 4 Implikasi dan rekomendasi pembaruan hukum merek 

Analisis terhadap penerapan prinsip first to file dalam kasus Elang Dua, IKEA, 
dan PITI menunjukkan bahwa sistem hukum merek Indonesia menghadapi tantangan 
serius dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum administratif dan keadilan 
substantif. Prinsip first to file yang dirancang untuk menjamin kepastian formal ternyata 
sering kali menimbulkan ketidakadilan ketika pendaftaran dilakukan oleh pihak yang 
tidak beritikad baik atau terhadap merek yang telah lama dikenal masyarakat. 
Fenomena ini menegaskan bahwa sistem perlindungan hukum merek di Indonesia 
masih berorientasi pada formalisme administratif, belum sepenuhnya mengakomodasi 
dimensi moralitas hukum sebagaimana dikehendaki oleh teori Gustav Radbruch (1946) 
dan Satjipto Rahardjo (2006). Dalam praktiknya, hakim sering dipaksa menafsirkan 
pasal-pasal UU Merek secara progresif agar tetap menghadirkan nilai keadilan. Hal ini 
tercermin dalam putusan Elang Dua yang menegaskan pentingnya itikad baik, putusan 
IKEA yang mengakui reputasi merek terkenal, dan putusan PITI yang mengutamakan 
hak moral pemakai pertama. Ketiga putusan ini menandai pergeseran paradigma bahwa 
kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari keadilan substantif (Istighfarrin, 2023). 

Jika dibandingkan dengan konsep first to use, yang dianut di beberapa yurisdiksi 
seperti Amerika Serikat dan Kanada, sistem tersebut memberikan perlindungan hukum 
kepada pihak yang menggunakan merek lebih dahulu dalam kegiatan perdagangan, 
bahkan jika belum didaftarkan secara formal. Konsep ini menitikberatkan pada fakta 
penggunaan dan niat jujur pemilik merek, bukan semata formalitas administratif. Dari 
sisi keadilan substantif, first to use dinilai lebih manusiawi karena melindungi hak 
ekonomi dan moral pihak yang secara nyata telah membangun reputasi merek di 
masyarakat. Namun, dari sisi kepastian hukum, sistem ini lebih kompleks karena 
bergantung pada pembuktian penggunaan yang sering kali sulit diverifikasi secara 
objektif. Sebaliknya, sistem first to file memberikan kepastian hukum administratif yang 
kuat, karena bukti pendaftaran menjadi dasar tunggal penentuan hak, tetapi berisiko 
mengabaikan aspek moralitas hukum bila digunakan tanpa itikad baik (Oscar & 
Soesatyo, 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa first to file unggul dalam 
hal kepastian formal, sedangkan first to use unggul dalam menjamin keadilan substantif. 

Dari perbandingan tersebut, tampak bahwa sistem hukum merek Indonesia yang 
sepenuhnya menganut first to file masih menyisakan ruang ketidakseimbangan antara 
kepastian dan keadilan. Secara normatif, prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (5) dan 
Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang 
menegaskan bahwa hak atas merek baru diperoleh setelah pendaftaran. Akan tetapi, 
penerapannya perlu dikoreksi agar tidak menimbulkan ketimpangan moral. Oleh karena 
itu, beberapa negara modern mulai mengadopsi sistem hibrida, yang menggabungkan 
first to file dengan pengakuan terhadap first to use. Sistem ini memungkinkan 
perlindungan administratif tetap kuat, tetapi memberikan ruang bagi pihak yang 
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beritikad baik dan telah lebih dahulu menggunakan merek untuk tetap mendapatkan 
perlindungan hukum (Manda et al., 2022). 

Kondisi ini memiliki implikasi praktis terhadap tata kelola pendaftaran merek dan 
penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan 
Intelektual (DJKI) perlu memperkuat pemeriksaan substantif dengan menilai unsur 
itikad baik, riwayat penggunaan, dan reputasi merek terkenal, agar prinsip first to file 
tidak diberlakukan secara kaku. Selain itu, perlu adanya mekanisme verifikasi historis 
untuk menelusuri penggunaan merek di masyarakat sebelum pendaftaran diterima. 
Aparat penegak hukum, khususnya hakim pengadilan niaga, juga perlu dibekali 
pedoman interpretasi yurisprudensial yang konsisten untuk menilai indikasi 
pendaftaran tidak jujur. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan prinsip first to file 
dapat diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang tetap berkeadilan. 

Dari perspektif kebijakan hukum, temuan ini menunjukkan perlunya reformasi 
normatif dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 agar prinsip first to file tidak berlaku mutlak. 
Undang-undang perlu menegaskan bahwa perlindungan merek dapat dikesampingkan 
apabila pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik atau apabila merek tersebut telah 
dikenal luas di masyarakat. Di samping itu, perlu diatur perlindungan hukum bagi 
pemakai pertama (first user protection) serta pengakuan terhadap merek terkenal (well-
known marks) sesuai standar TRIPS Agreement. Pendekatan ini akan memperkuat 
posisi hukum pihak yang menggunakan merek secara jujur sebelum pendaftaran 
dilakukan, sekaligus menjaga kepastian administratif yang dibutuhkan dunia usaha. 

Di dalam praktek sistem pendaftaran merek di Indonesia, beberapa penelitian 
mengidentifikasi bahwa konsep first to file memberikan keunggulan dari sisi efisiensi 
dan kejelasan administratif, namun sekaligus menimbulkan tantangan moral-
substansial yang tidak dapat diabaikan. Arifin dan Joesoef (2025) dalam studi mereka 
pada Jurnal Cendekea Hukum menunjukkan bahwa sistem first to file kerap 
dimanfaatkan oleh pihak yang tidak beritikad baik untuk mendaftarkan merek yang 
mirip dengan merek terkenal (well-known marks) sebelum pemakai asli melakukan 
pendaftaran, sehingga menciptakan “free-riding” terhadap reputasi merek tersebut. 
Temuan ini memperkuat argumen bahwa kepastian hukum administratif saja — dalam 
arti bahwa pendaftar pertama otomatis memperoleh hak — belum cukup untuk 
melindungi hak moral dan penggunaan sebelumnya dalam masyarakat perdagangan. 

Selanjutnya, Simatupang & Rahayu (2021) dalam kajiannya pada International 
Journal of Social Science and Humanities Research melakukan perbandingan sistem 
first to file di Indonesia dan first to use di Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa 
meskipun Indonesia secara normatif mengadopsi first to file, dalam praktik terdapat 
yurisdiksi hakim yang mengakui penggunaan sebelumnya sebagai dasar putusan, 
meskipun belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kesimpulan ini 
menegaskan bahwa untuk mencapai kepastian hukum yang berkeadilan, dibutuhkan 
interpretasi yurisprudensi yang menggabungkan aspek administratif pendaftaran 
dengan aspek penggunaan faktual – suatu karakteristik yang lebih menonjol dalam 
sistem first to use. 

Kemudian, Subagiyo et al. (2022) dalam AJHSSR mempertahankan bahwa sistem 
first to file di Indonesia memberikan perlindungan hukum yang lebih mudah diverifikasi 
dan jelas bagi pelaku usaha karena hak muncul setelah pendaftaran, bukan pemakaian. 
Namun mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung 
pada pemeriksaan substantif yang memadai untuk menolak pendaftaran yang dilakukan 
dengan itikad tidak baik. Artinya, tanpa mekanisme moral-substansial yang kuat, 
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keunggulan administratif dari first to file bisa berubah menjadi sumber ketidakpastian 
dan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggunakan merek. 

Dengan demikian peneliti menegaskan bahwa sistem hukum merek Indonesia ke 
depan seharusnya mengarah pada model hibrida yang menyeimbangkan kepastian 
hukum dan keadilan substantif. Prinsip first to file tetap dipertahankan sebagai dasar 
kepastian administratif, namun perlu diberi ruang korektif melalui pengakuan terhadap 
pemakai pertama dan penilaian moralitas hukum. Dengan mengintegrasikan 
keunggulan first to file dan first to use, sistem hukum merek Indonesia dapat menjadi 
lebih adaptif, adil, dan bermoral, sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum 
yang tidak adil bukanlah hukum 

 
 Pembahasan  

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum 
merek di Indonesia. Dalam konteks penerapan prinsip first to file, kepastian hukum 
diartikan sebagai jaminan bahwa hak atas suatu merek diperoleh oleh pihak yang 
pertama kali melakukan pendaftaran secara sah di hadapan negara. Hal ini sejalan 
dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek 
dan Indikasi Geografis (UU MIG) yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh 
setelah merek tersebut terdaftar. Prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban 
dan kejelasan dalam sistem perlindungan merek, di mana sertifikat pendaftaran menjadi 
bukti formal kepemilikan yang diakui oleh negara. Menurut Saidin (2019), sistem ini 
memberikan kepastian administratif karena hak merek hanya dapat timbul dari 
tindakan hukum yang konkret, yaitu pendaftaran. 

Namun, kepastian hukum yang dihasilkan dari sistem pendaftaran tersebut tidak 
jarang menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan nilai keadilan substantif. 
Dalam teori hukum Gustav Radbruch (1946), hukum seharusnya berdiri di atas tiga pilar 
nilai utama: kepastian hukum (rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan 
kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Ketika ketiganya tidak berjalan seimbang, maka hukum 
kehilangan legitimasi moralnya. Dalam konteks prinsip first to file, kepastian hukum 
administratif yang bersifat formal terkadang berpotensi meniadakan keadilan bagi pihak 
yang sebenarnya beritikad baik dan lebih dahulu menggunakan merek secara nyata di 
masyarakat (Kamila, 2022). Oleh karena itu, teori Radbruch menjadi sangat relevan 
untuk menilai apakah kepastian hukum yang ditegakkan melalui prinsip first to file 
benar-benar mencerminkan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 

Ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan tersebut dapat dilihat secara 
jelas dalam tiga kasus: Elang Dua, IKEA, dan PITI. Ketiganya menunjukkan pola yang 
serupa, yakni ketika pengadilan harus memilih antara memegang teguh kepastian 
hukum formal berdasarkan pendaftaran pertama, atau memberikan perlindungan 
kepada pihak yang memiliki kejujuran, reputasi, dan penggunaan lebih dahulu. Dalam 
kasus Elang Dua, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2025/PN Niaga Jkt.Pst. membatalkan sertifikat pendaftaran milik CV Sinka 
Niaga Harapan karena dinilai dilakukan tanpa itikad baik. Hakim menegaskan bahwa 
perlindungan terhadap pemakai pertama yang beritikad baik lebih sesuai dengan asas 
keadilan. Sementara dalam kasus IKEA, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 264 
K/Pdt.Sus-HKI/2015 menolak pendaftaran yang dilakukan pihak lokal dengan alasan 
bahwa “IKEA” merupakan merek terkenal yang telah memiliki reputasi global. Adapun 
dalam kasus PITI, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-
HKI/Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst. mengakui hak organisasi yang menggunakan nama 
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“PITI” sejak tahun 1961 dan menilai pendaftaran pihak lain sebagai tindakan tanpa 
itikad baik (Maulana & Tarina, 2023). 

Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia telah mulai 
mengoreksi pendekatan positivistik terhadap prinsip first to file dan menggantinya 
dengan pendekatan yang lebih moralistik dan substantif. Dengan kata lain, kepastian 
hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hasil dari prosedur administratif, 
melainkan sebagai kepastian yang disertai nilai keadilan. Hal ini sejalan dengan 
pandangan Rahardjo (2006) yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada 
tataran normatif, melainkan harus menjadi sarana untuk mencapai keadilan yang hidup 
di tengah masyarakat. Dalam konteks merek, hal tersebut berarti pendaftaran formal 
tidak boleh dijadikan dasar pembenaran bagi tindakan yang merugikan pihak yang 
beritikad baik. 

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Agustina (2022) dalam artikelnya 
“Legal Protection for Unregistered Marks in Indonesia” yang menunjukkan bahwa 
meskipun sistem hukum Indonesia menganut prinsip first to file, dalam praktiknya 
masih banyak pemakai pertama yang kehilangan hak atas mereknya karena belum 
mendaftarkannya. Menurut Agustina, pendaftaran pertama memang memberikan 
kepastian hukum formal, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan keadilan substantif 
bagi pihak yang secara moral berhak. Sementara itu, Aprillia, Wesna, dan Arjaya (2023) 
dalam penelitiannya “Application of First to File System Principles in Resolution of 
Trademark Disputes in Indonesia” menemukan bahwa pelaksanaan prinsip tersebut 
masih lemah dalam aspek verifikasi itikad baik dan pemeriksaan substantif. Mereka 
menilai bahwa pemeriksa merek di DJKI cenderung fokus pada kesamaan visual atau 
fonetik, tanpa menilai konteks moral pendaftar, sehingga memungkinkan munculnya 
pendaftaran yang dilakukan dengan niat tidak jujur. 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini 
menemukan dimensi yang lebih dalam. Agustina (2022) menyoroti lemahnya 
perlindungan bagi pemakai pertama, sedangkan Aprillia et al. (2023) menyoroti 
kelemahan administratif dalam penilaian itikad baik. Sementara itu, penelitian ini 
memperluas analisisnya dengan mengaitkan persoalan tersebut dalam kerangka teori 
hukum Radbruch, sehingga memperlihatkan bahwa problem utama bukan hanya pada 
kelemahan prosedural, tetapi juga pada ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan 
keadilan substantif. Ketika hukum hanya berpihak pada kepastian formal tanpa 
memperhatikan moralitas pendaftaran, maka hukum kehilangan salah satu nilai 
dasarnya, yaitu keadilan. 

Peneliti memahami dari hasil analisa bahwa kepastian hukum dalam penerapan 
prinsip first to file di Indonesia harus dimaknai sebagai kepastian hukum yang 
bermoral, yaitu kepastian yang selaras dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Negara 
perlu memastikan bahwa setiap pendaftaran merek tidak hanya memenuhi unsur 
administratif, tetapi juga diuji dari aspek itikad baik, reputasi, dan penggunaan 
sebelumnya. Sejalan dengan gagasan Radbruch, hukum yang ideal adalah hukum yang 
mengandung keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Apabila kepastian hukum 
berdiri sendiri tanpa keadilan, maka hukum itu menjadi tidak manusiawi dan 
kehilangan makna sosialnya. Oleh sebab itu, penegakan prinsip first to file harus 
diarahkan bukan hanya untuk menjamin kepastian formal, melainkan juga untuk 
mewujudkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia. 
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Kesimpulan 
Penerapan prinsip first to file dalam tiga kasus — Elang Dua, IKEA, dan PITI — 

menunjukkan bahwa sistem hukum merek di Indonesia memang memberikan kepastian 
hukum administratif bagi pihak yang pertama kali mendaftarkan merek sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
Namun, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya menghadirkan keadilan 
substantif, sebab dalam praktiknya masih dijumpai pendaftaran yang dilakukan tanpa 
itikad baik dan mengabaikan hak moral pemakai pertama atau reputasi merek terkenal. 
Putusan-putusan pengadilan niaga dalam ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa 
prinsip first to file tidak bersifat mutlak, karena dapat dikesampingkan ketika 
bertentangan dengan asas kejujuran dan nilai keadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
arah hukum merek Indonesia secara perlahan bergerak dari formalitas prosedural 
menuju sistem perlindungan yang lebih memperhatikan moralitas hukum, kejujuran, 
dan penggunaan faktual di masyarakat. 

Dalam perspektif Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch, penelitian ini 
menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa diimbangi 
dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penerapan first to file di 
Indonesia perlu ditafsirkan secara progresif sebagai kepastian hukum yang bermoral, 
bukan sekadar administratif. Reformulasi sistem pendaftaran merek perlu memperkuat 
aspek itikad baik, penggunaan pertama (first use), dan reputasi merek terkenal dalam 
pemeriksaan substantif di DJKI maupun dalam praktik peradilan. Bahkan, hasil 
penelitian ini membuka kemungkinan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan 
penerapan elemen konsep first to use untuk melengkapi sistem first to file, sebagaimana 
dipraktikkan di beberapa negara yang mengadopsi model hibrida. Pendekatan tersebut 
akan memberikan ruang perlindungan bagi pemakai pertama yang jujur dan konsisten, 
tanpa mengorbankan kepastian administratif yang telah menjadi karakter utama sistem 
pendaftaran kita. Dengan demikian, masa depan hukum merek Indonesia diharapkan 
mengarah pada kepastian hukum yang berkeadilan—yakni sistem yang menjaga 
ketertiban pendaftaran, namun tetap memprioritaskan kejujuran, kemanfaatan, dan 
moralitas hukum dalam setiap sengketa yang muncul. 

 
Saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip first to file dalam hukum 
merek Indonesia masih menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan 
substantif, terutama ketika pendaftaran dilakukan tanpa itikad baik atau terhadap 
merek yang telah digunakan sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan bagi pembuat 
kebijakan dan lembaga terkait, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI), untuk memperkuat pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran merek 
dengan menilai unsur itikad baik, penggunaan pertama, dan reputasi merek terkenal 
secara lebih menyeluruh. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian 
terhadap praktik penerapan prinsip first to file di tingkat regional dan internasional, 
guna menemukan model hukum perbandingan yang lebih efektif dan berkeadilan. Selain 
itu, studi lanjutan juga dapat mengintegrasikan pendekatan empiris dengan melibatkan 
pelaku usaha dan aparat penegak hukum agar diperoleh pemahaman yang lebih 
komprehensif mengenai keseimbangan antara kepastian hukum administratif dan 
keadilan substantif dalam sistem perlindungan merek di Indonesia. 
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